BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan
bahwa :
Putusan hakim dalam Putusan Pengadillan Negeri Lubuklinggau Nomor
294/Pid.Sus/2022/PN LIg telah memberikan perlindungan hukum terhadap
konsumen karena pelaku usaha telah mendapatkan hukuman yang sesuai
yaitu berdasarkan Pasal 136 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Eva Y usnita Binti Lamudin sebagai
pelaku usaha telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana mengedarkan bahan pangan menggunakan bahan
yang dilarang, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
dan membebankan biaya perkara sgfumlah Rp. 7.500.00 (tujuh ribu limaratus
rupiah). Hal ini sebagai bukti bahwa hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
mengenai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dan
Pasal 4 huruf ¢ mengenai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang telah terlindungi. Pelaku usaha juga
telah melanggar kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 7 huruf a mengenai
kewgjiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan

usahanya, Pasal 7 huruf b mengenai kewgjiban untuk memberikan informasi
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yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan Pasal 7
huruf d mengenai kewagjiban untuk menjamin mutu suatu barang yang
diproduksinya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku, serta
pelaku usaha telah melanggar perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a mengenai pelaku usaha yang
memproduks atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau

tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
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B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian dan pembahasan ini sebagai

berikut:

1. Pelaku usaha seharusnya dapat memenuhi hak-hak konsumen dalam
melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan
kewgjiban-kewgjiban bagi pelaku usaha serta perbuatan yang
dilarang bagi pelaku usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku
usaha juga harus memperhatikan dan menjamin mutu pangan yang
diproduksi dan/atau diperdagangkannya sesuai dengan standar yang
telah ditentukan.

2. Konsumen harus lebih berhati-hati saat akan memilih atau
menggunakan barang dan/atau jasa agar tidak terjadi sesuatu yang

dapat merugikan diri konsumen itu sendiri.



